
BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dibentuk
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan
Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2010 tentang prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupten Bulukumba (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Perangkat Daerah Pengelolah Keuangan Daerah adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pemenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
yang dipimpinnya.

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selajutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.



17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja, program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

19. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi perangkat daerah.

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang melaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam setiap periode.

25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan ini sebagai pedoman penyusunan anggaran kas pemerintah
daerah dalam rangka mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk
mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA Perangkat Daerah yang telah disahkan.

(2) Untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah
Daerah yang tertib.



BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN KAS

Pasal 3

(1) Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai peran penting
sebagai alat kontrol dan pengendalian.

(2) Dokumen anggaran dibuat (direkapitulasi) oleh TAPD untuk ditetapkan
oleh PPKD selaku BUD yang tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan
SPD.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam tahapan penyusunan
anggaran kas adalah:
a. PPKD selaku BUD bertugas melakukan pengesahan rancangan Anggaran

Kas sebagai dasar penyusunan SPP di Perangkat Daerah.
b. SKPD bertugas menyusun Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah

berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang telah dibuat, dengan
memperhatikan jadwal kegiatan dan kebutuhan rill.

c. TAPD mempunyai tugas:
1) Melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah

bersama Kepala Perangkat Daerah.
2) Melakukan rekapitulasi Rancangan Anggaran Kas dari Perangkat

Daerah.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Anggaran Kas
berdasarkan Rancangan DPA Perangkat Daerah dan menyerahkan
Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah kepada PPKD selaku BUD
bersamaan dengan rancangan DPA Perangkat Daerah paling lambat 6
(enam) hari kerja setelah pemberitahuan ke Perangkat Daerah tentang
penyusunan DPA Perangkat Daerah.

(2) TAPD Melakukan Verifikasi terhadap Rancangan Anggaran Kas bersama-
sama kepala Perangkat Daerah.

(3) PPKD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah berdasarkan
Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh
TAPD guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan setipa periode.

(4) Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah dibuat arsip oleh PPKD,
sedangkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang telah disahkan
digunakan sebagai dasar dalam proses penerbitan Surat Penyediaan Dana.

(5) Setelah Penetapan Anggaran Kas, PPKD dalam rangka Manajemen kas
menerbitkan SPD yang dilakukan perbulan, pertriwulan atau persemester
sesuai dengan ketersediaan dana.



Pasal 6

Format Penyusunan Anggaran Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 17


